BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat

Mengingat

{4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang ...



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400j;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan ...



10.

11.

12,

13.

i4.

15.

16.

17.
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021

Nomor 6);

18. Peraturan ...
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2023 Normor 6);

19, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
' PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 berupa laporan keuangan yang memuat:

. Laporan Realisasi Anggaran;

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Neraca;

. Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;

oo Q0 TP

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilampiri
dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a adalah sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan Daerah Rp 5.724.240.563.400,05
Belanja Daerah Rp 6.577.457.110.408,55
Defisit {Rp 853.216.547.008,50)
Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan Rp 2.887.322.955.170,16
2. Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.000.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp 2.877.322.955.170,16
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp 2.024.106.408.161,66
Berkenaan

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

adalah sebagai berikut:
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumilah

Rp214.558.532.854,05 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp 5.509.682.030.546,00

2. Realisasi Rp 5.724.240.563.400,05
Selisih lebih Ro  214.558.532.854,05

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah

(Rp1.628.763.764.396,45) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan Rp 8.206.220.874.805,00

2. Realisasi Rp 6.577.457.110.408,55
Selisih kurang (Rp 1.628.763.764.396,45)

Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah

Rp1.843.322.297.250,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran defisit setelah perubahan (Rp 2.696.538.844.259,00)

2. Realisasi (Rp 853.216.547.008,50)
Selisih lebih Rp 1.843.322.297.250,50

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan daerah dengan rincian

sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp275.392.684,16 dengan rincian sebagai berikut:

a) Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 2.887.047.562.486,00

setelah perubahan
b) Realisasi Rp 2.887.322.955.170,16

Selisih lebih Rp 275.392.684,16

2. Selisih ...
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2. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp180.508.718.227,00) dengan rincian sebagai berikut:

a) Anggaran pengeluaran Rp 190.508.718.227,00
pembiayaan setelah perubahan

b) Realisasi Rp 10.000.000.000,00
Selisih (Rp 180.508.718.227,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp180.784.110.911,16 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan neto setelah Rp 2.696.538.844.259,00

perubahan
2. Realisasi Rp 2.877.322.955.170,16
Selisih lebih Rp 180.784.110.911,16

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 2.887.047.562.485,65
b. Penggunaan Sisa Anggaran Lebih sebagai Rp 2.887.047.562.485,65
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 2.024.106.408.161,66
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 2.024.106.408.161,66
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c¢ per 31
Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 17.953.172.205.694,77

b. Jumlah Kewajiban Rp 252.797.178.613,11

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp 17.700.375.027.081,66
Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan - Laporan Operasional Rp 5.639.431.093.504,05
b. Beban Rp 4.755.724.582.842,80
c. Surplus dari Kegiatan Operasional Rp 883.706.510.661,25
d. Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp 346.887.922,57)
e. Jumlah Pos Luar Biasa (Rp 31.637.100.000,00)
f. Surplus Laporan Operasional Rp 851.722.522.738,68

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai
berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 Rp 2.887.047.562.485,65
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 1.089.587.426.797,33
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non  (Rp 1.952.803.973.805,83)
keuangan
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 275.392.684,51
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 1.355.405,00
f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
g. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00
h. Saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2024 Rp 2.024.107.763.566,66
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai
berikut;

a. Ekuitas Awal Rp 16.674.723.618.810,20

b. Surplus Laporan Operasional Rp 851.722.522.738,68

c. Selisih revaluasi aset tetap Rp 0,00

d. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 173.928.885.532,78

e. Ekuitas Akhir Rp 17.700.375.027.081,66
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.
Pasal 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
1.Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran ...
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3. Lampiran 1.3

4. Lampiran [.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

1. Lampiran XX.1 :

2. Lampiran XX.2 :
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Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

Realisasi Belanja Menurut Urusan
Daerah,

Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Rekapitulasi

Pemerintahan Organisasi, Program,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar

Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

- Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah,;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan
kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Umum Milik
Daerah /Perusahaan Daerah, meliputi:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Umum
Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Umum Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11 ...



Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
_pada tanggal 28 Juli 2025

/> BUPATI BOJONEGORO,

Sdpur-

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 duli 2025

SEKRETARI
DAERAH
W JARWO
LEMB! DAER UPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 112-10/2025.
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